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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Peran Internal 

Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon dan Provinsi Maluku. 

Jenis penelitian ini adalah penelit ian kuantitatif. metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan kuesioner.  

Teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode sensus dengan Sampel  

berjumlah 60 pada Inspektorat Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer, validitas dihitung dengan korelasi Pearson Product Moment 

untuk seluruh variabel. Reliabilitas instrument Peran internal audit   dengan koefisien Alpha  

Cronbach  sebesar  0.795.  Teknik  Analisis  data  yang  digunakan  regresi linear Sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran internal audit (X) berpengaruh signifikan positif 

terhadap Kualitas laporan (Y) memiliki koefisien rhitung = 2,242 > dari ttabel  2,00. Karena 

jumlah rhitung  > ttabel, hal ini menunjuan adanya pengaruh antara variabel Peran Internal Audit 

dan Kualitas Laporan Keuangan. 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan  

pengkajian  ulang  mengenai peran  internal audit  dalam  pembuatan laporan keuangan agar  

kualitas  laporan keuangan dari pemerintah dapat  terus ditingkatkan. (2) Penelitian 

berikutnya dapat memperluas variabel penelitian dengan menambah variabel lain. 

 

Kata kunci: Peran Internal Audit, Kualitas Laporan Keuangan 
 

 

 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan instansi pemerintah belakangan ini masih banyak yang belum memperoleh 

pendapat wajar tanpa pengecualian dari BPK, (BPK IHPS  II Tahun 2012). Ini ada kaitannya dengan 

audit internal yang dilakukan oleh tenaga atau pekerja yang ada di lingkungan instansi yang 

bersangkutan. Rendahnya mutu laporan keuangan   menunjukkan tanda adanya penyimpangan dan 

penyimpangan ini dapat menjurus pada terjadinya kasus-kasus korupsi pada instansi yang bersangkutan. 

Dalam semester II tahun 2012, BPK telah memeriksa 82 LKPD Kabupaten dan 7 LKPD Kota 

Tahun 2011, terhadap 82 LKPD Kabupaten tahun 2011 tersebut BPK memeberikan opini WDP atas 28 

LKPD, opini WTP atas 2 LKPD dan Opini TMP 52 LKPD, sementara untuk  7 LKPD Kota Tahun 2011 

BPK memberikan opini WDP atas 2 LKPD, opini WTP atas 1 LKPD dan opini  TMP atas 4 

LKPD.Berdasarkan IHPS II BPK Tahun 2012 Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (Piru), 

Kabupaten Maluku Tengah (Masohi) mendapat Opini TMP hal ini membutuhkan kerja keras dari pihak 

pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kuliatas penyajian laporan keuangan daerah. Pemerintah 

daerah kabupaten/kota perlu mengoptimalkan upaya peningkatan keandalan dan kualitas penyajian 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

 

 
 Copyright © Authors. This is an open access article distributed under the Creative 

   Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 
 

mailto:doratomasoa@gmail.com


Jurnal Pendidikan Ekonomi (JPE) | Mei 2022 | Volume 2 Nomor 1|  
 

23 
 

 

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus 

memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. 

Internal audit di Pemerintahan Daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat daerah memiliki peran 

yang sangat penting, yaitu sebagai pengawas intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 

Tahun 2008 peran inspektorat adalah melakukan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, 

review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan 

dalam mewujudkan pertanggungjawabannya. 

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah 

daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Menurut Institute Of Internal 

Auditor (1999) dalam Yuliani (2010) disebutkan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, 

keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan 

operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya 

dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. Peran internal audit 

yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (quality assurance) terhadap laporan keuangan 

khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah.  

Hasil pemeriksaan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di 

sajikan dlm IHPS 2013 menyebutkan bahwa hasil pemerikssan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) Kota Ambon, Masohi dan Piru tahun anggaran 2008-2012 BPK tidak dapat menerapkan 

prosedur pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan 

pendapat, sehingga BPK memberikan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) kota Ambon, Masohi dan Piru. Dengan adanya temuan-temuan tersebut 

menuntut kerja keras dari Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah  dan Kabupaten Seram 

Bagian Barat untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dengan tepat waktu yang 

ditunjang dengan tingkat ketrampilan dan profesionalisme. 

Menurut Ahmad (2008), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan 

akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah 

berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka 

ini, Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan 

daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan 

secara nasional. 

Audit Internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara 

independen didalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan 

opersional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan 

menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi. Audit Internal 

merupakan suatu fungsi yang ada dalam suatu organisasi yang berperan melakukan evaluasi terhadap  

berbagai kegiatan atau aktivitas atau program di dalam organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas dan 

ekonomisnya kegiatan atau aktivitas atau program. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana 

pengaruh peran internal audit terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan inspektorat kota Ambon 

dan Provinsi Maluku. 
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METODE 

 

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  internal  audit  dalam  hal  ini  adalah Aparat  

Inspektorat  Provinsi  Maluku  dan  Kota Ambon  yang  ikut  dalam  kegiatan pemeriksaan yang 

berjumlah 60 orang dengan demikian seluruh aparat inspektorat provinsi Maluku dan kota ambon 

dijadikan sampel. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak jumlah populasi 

yaitu 60 kuesioner. Jika peneliti menggunakan seluruh elemen populasi menjadi sampel data penelitian 

sensus (Erlina dan Melyani,  2007).  Karena  jumlah populasi hanya  60  responden,  maka  metode 

pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada 

semua populasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner penelitian terdahulu Gras et al., (2012)  Stephen et al,. (2013) Yuliani (2010) kemudian 

dikembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pada setiap indikator. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner yang dikirim melalui 

surat (mail survey). SKPD yang menjadi sampel akan dikirimi kuesioner yang berisi kumpulan 

pertanyaan tentang peran internal audit, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntasi 

keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan. Apabila diperlukan, peneliti juga akan melakukan 

konfirmasi melalui kontak telepon pada SKPD  Provinsi Maluku untuk mengingatkan dan percepatan 

pengembalian kuesioner. 

Model  pengujian  menggunakan  metode  Statistik   yang  berfungsi  untuk menguji sejauh 

mana hubungan sebab akibat antara variabel Faktor penyebab (x) terhadap variabel akibat (y). analisis 

regresi berganda. Regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple Linier Regression) 

juga merupakan salah satu metode  statistik  yang  dipergunakan  dalam  produksi  untuk  melakukan  

peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Pengujian validitas dengan uji homogenitas data dan uji korelasional antara skor masing-masing  

butir dengan skor total (Pearson Correlation) Peran Internal Audit (PIA1) Adalah 0,506 dengan 

Propabilitas korelasi sebesar 0,001 , artinya PIA1 adalah valid, karena nilai propabilitas korelasi<taraf 

signifikan sebesar 0,05. Begitupun dengan Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Dari hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel kualitas laporan keuangan adalah valid. 

Pada uji reliabilitas, konsistensi intern koefisien Cronbach’sAlpha menunjukkan tidak ada 

koefisien yang kurang dari nilai batas minimal 0,60. Dalam hal  ini,  koefisien  Cronbach’s  Alpha  

variabel Peran  Internal  Audit  sebesar  0,795 sedangkan   variabel   Kualitas   laporan   keuangan   

sebesar   0,862.   Karena   nilai Cronbach's Alpha variabel berada di atas batas minimal 0,60 sehingga 

indikator- indikator untuk masing-masing variabel dikategorikan Reliebel. 

Tabel 1 

Hasil Uji t-Statistik (Pengujian Hipotesis ) Coefficients
a 

 

 
 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 

 

T 

 
 

 

Sig. 

 

B Std. Error Beta 

1   (Constan 

t) 

PIA 

6.105 17.590  3 .347 .730 

.472 .112 .092 2.242 .042 
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 Pada Tabel di atas Jika thitung  pada Peran Internal audit adalah 2.242. pada derajat 

bebas (df) = N-k = 60-2 = 58 maka ditemukan ttabel sebesar 2,00. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  

rhitung > ttabel (2.242>2,00) Kriteria dalam kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Jika thitung  > ttabel maka Ho ditolak secara statistik adalah signifikan, dari hasil uji t nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) berarti terdapat pengaruh yang erat antara Peran internal audit 

terhadap kualitas laporan keungan 

b.  Jika  thitung  <  ttabel  maka Ho  diterima,  artinya  secara statistik  adalah tidak  ada pengaruh yang 

signifikan antara Peran internal audit  terhadap kualitas alporan keuangan. 

c. Berdasarkan kriteria diatas maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti Peran Internal Audit 

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.  

Hipotesis yang diajukan adalah peran internal audit   berpengaruh signifikan terhadap Kualitas 

laporan Keuangan. Berdasarkan hasil pengujian dari Regresi Linier Sederhana koefisien regresi untuk 

konstan sebesar 6,105 menunjukan bahwa variabel kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 6.105 

satuan atau sebesar 6.1% dan Variabel Peran internal audit 0.472 menunjukan bahwa tingkat Kaualitas 

Laporan Keuangan  sebesar  0.472  satuan  atau  sebesar  47.2%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan antara Peran Internal audit terhadap kualitas laporan keuangan 

Dari uji t statistik koefisien rhitung = 2,242 > dari ttabel 2,00. Karena jumlah rhitung> ttabel, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan peran internal audit terhadap  kualitas 

laporan keuangan. sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa ketika peran internal audit Aparat Inspektorat baik dalam melakukan segala 

fungsinya   Dalama hal ini Keandalan Informasi Keuangan di reviuw, Ketaatan dalam mengaudit, 

Pemantauuan terhadap tingkat objektivitas audit internal dilakukan dengan baik, maka akan berdampak 

semakin baik terhadap kualitas laporan keuangan yang Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan dapat 

dipahami. Namun sebaliknya jika peran internal audit semakin menurun   dalam   melaksanakan 

perannya maka semakin menurun pula kualitas laporan keuangan. Sehingga Peran Internal audit sangat 

berpengaruh positif tehadap Kualitas Laporan Keuangan Maka hipotesis yang diusulkan dalam 

penelitian ini diterima Internal audit yang merupakan bentuk aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif 

yang dikelola secara independen, akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya  dengan  cara  

menerapkan  pendekatan  yang  sistimatis,  disiplin, meningkatkan efektifitas proses pengelolaan resiko 

sampai pada pengelolaan organisasi  secara  baik.  Hal  seperti demikian  bukan  hanya  dimungkinkan  

kepada organisasi yang sifatnya privat, namun juga pada organisasi publik.Berkaitan erat dengan teori 

agensi yang menggambarkan hubungangan keagenan yang melibatkan dua pihak, pihak prinsipal dan 

pihak agen sehingga peran internal audit dalam hal ini sebagai pihak pemegang amanah (agen) harus 

dapat bekerja dengan baik dalam mewujudkan kualitas laporan kuangan yang baik atau dapat 

mempertangguangjawabkan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna pemberi 

amanah (principal) dimana Internal audit pemerintah berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  

tahun  2008,  menyatakan  bahwa  aditor  internal pemerintah yang dalam hal ini adalah inspektorat 

memiliki peran seperti pengawasan intern yang meliputi seluruh kegiatan audit, review, evaluasi, 

pemantauan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan bahwa 

kegiatan organisasi pemerintah telah dilakukan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan atau 

sebaliknya. 

Dalam melakukan kegiatannya, salah satu kegiatannya yaitu menentukan baik atau buruknya 

pemeliharaan terhadap kekayaan daerah yang didasarkan pada Permendagri No.8 tahun 2009.Aturan ini 

menyatakan bahwa kinerja inspektorat yang dalam hal ini sebagai internal audit pemerintah apabila 

sistim pengendalian intern dilakukan dengan baik, dilaksanakannya transak si penerimaan, penyetoran 

dan pembukuan penerimaan pendapatan dengan baik sampai kepada tersusunnya laporan keuangan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Oleh sebab itu, auditor internal ketika melaksanakan 

kegiatannya dengan baik berdasarkan aturan bahkan ketentuan   yang   ada,   maka   kualitas   laporan   

keuangan   yang   dihasilkan   akan meningkat. 

Jika  dibandingkan  dengan  berbagai  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti sebelumnya, 

tentunya hal ini akan lebih  menguatkan penelitian-penelitian tersebut dimana yang menentukan kualitas 

laporan keuangan itu baik adalah Peran inetrnal audit. Hasil penelitian ini mendukung  penelitian yang 

dilakukan oleh Gras et al,  (2012)  yang  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa terdapat  hubungan  
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yang signifikan   antara internal audit dengan laporan keuangan dimana peran auditor internal  dalam  

mengawasi  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  audit    tahunan meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. Penelitian lain yang mendukung hasil dari penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Yenita 

(2010) yang melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Padang, dimana hasilnya menunjukkan 

peran inspektorat sebagai aparat pengawasan   pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

informasi laporan keuangan. Dengan melihat uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingginya 

Peran Internal Audit secara otomatis akan meningkatkan Kualitas laporan Keuangan Inspektorat kota 

ambon dan provinsi maluku. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

maka ada beberapa kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain: Berdasarkan hasil uji 

regresi, peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas   laporan  keuangan  disimpulkan  

bahwa  terdapat   hubungan  positif  dan signifikan peran internal audit terhadap   laporan keuangan 

sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. 

Sesuai dengan  kesimpulan  dan  keterbatasan  penelitian  yang  telah dikemukakan sebelumnya, 

maka berikut ini ada beberapa saran yang akan diberikan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman 

dalam melakukan penelitian selanjutnya antara lain; 1. Bagi   Instansi   Pemerintah   sebaiknya   

melakukan   pengkajian   ulang mengenai peran internal audit dalam proses audit agar kualitas laporan 

keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. 2. Penelitian kedepan hendaknya memperbanyak 

sampel dengan memperluas pengamatan  pada beberapa Aparat Inspektorat Kabupaten Kota yang ada di 

Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga mampu menunjukkan hasil analisis yang baik dan dapat 

digeneralisasikan. 
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